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ABSTRAK 

Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh lapisan 
masyarakat karena sangat berkaitan dengan mobilitas sehari – hari. Dengan 
vitalnya transportasi bagi masyarakat maka sistem transportasi khususnya 
transportasi publik merupakan campur tangan dari pemerintah. Sistem transportasi 
yang baik tentu saja strategi dari pemerintah untuk memudahkan seluruh 
masyarakat maupun mensukseskan pembangunan nasional. Namun, realitas 
dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena implementasinya banyak 
terganggu dan terhalang oleh berbagai macam masalah. Semua pihak sudah 
mengerti bahwa permasalahan transportasi publik harus segera diselesaikan tetapi 
setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengadakan Bus 
Rapid Transit (BRT) sebagai tansportasi publik untuk seluruh kota – kota 
khususnya kota besar di Indonesia, justru banyak daerah yang menolaknya. Tidak 
hanya banyak Pemerintah Daerah yang menolak namun bus yang telah dibagikan 
banyak sekali yang mangkrak hanya dibiarkan saja tidak dioperasikan. Tetapi 
masih ada daerah yang tetap mengoperasikan meskipun dengan terpaksa. Daerah 
yang terkesan terpaksa dalam pengoperasiannya salah satunya Kabupaten 
Sidoarjo. Dinas Perhubungan dibantu oleh Perum DAMRI dalam prakteknya terus 
merugi dalam menjalankan program transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) 
ini. Menarik untuk diteliti bagaimana transportasi ini tetap eksis meskipun tidak 
menguntungkan, lalu apa dampak BRT dalam aspek politik, ekonomi, maupun 
aspek sosialnya. Lalu bagaimana relasi kepentingan antar aktor dalam 
implementasinya. Penelitian ini berfokus pada politik transportasi dibidang 
kebijakan publik yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
melalui dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan. Banyak faktor yang ada untuk 
tetap menjalankan BRT Kerugian bagi masyarakat bila berjalan tidak maksimal 
dan semua aktor yang terlibat harus bekerja sama untuk memajukan transportasi 
publik. 
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